
I 

BUPATI Tl!JBAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 
' 
' 

'1 

PERATURAN BU~ATI TUBAN 

NOMOR 14 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2020 

TENTANG KEWAJIBAN PENYAMP.~IAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

APARATUR SIPIL NEGARA D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH 

Menimbang 

Mengingat 

'1 

KABUPATEN TUBAN 

DENGAN RAHMAT TUHA!N YANG MAHA ESA 
I 
' 

BUPATI T~BAN, 

I 

I 
a. bahwa dalam ra'.ngka optimalisasi upaya pencegahan 

serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian 

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, maka 

Peraturan Buph.ti Tuban Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Kewaj1ban Penyampaian Laporan Harta 

Kekayaan Apiatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tuban perlu dilakukan 

perubahan unttik disesuaikan dengan perkembangan 

keadaan; 
' 

b. bahwa berdash.rkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalarii huruf a, maka perlu menetapkan 

Perubahan AtaJ Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 

Tahun 2020 I tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Harta 'Kekayaan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan [oaerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Pr@pinsi Djawa Timur (Berita Negara 
I 

Republik lnq.onesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
I 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahtm 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
I 
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2. Undang-Undang lomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembkran Negara Republik Indonesia 

i 

Nomor 3851); !, 

I 
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

i • 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 14250), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Penetapan. Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang :Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Koniisi Pemberantasan Korupsi menjadi 
Undang-Undang I (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuri. 2015 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
I 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negar1 Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Taml:iahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor: 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Vndang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahaµ Atas Undang-Undang Nomor 12 

I 

Tahun 2011 t¢ntang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undankan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun: 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398; 

i 5. Undang-Undang INomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil N<i:gara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuri. 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dabrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahunl 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara 1 Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

I 

tentang Perubah~ Kedua Atas Undang-Undang 
I • 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negar~ Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tamb~han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ~679); 



7. Peraturan Pemeritltah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat DaerJh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahunl 2016 Nomor 114, Tambahan 

. Lembaran Negara! Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Norri.or 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Atas iPeraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentkmg Perangkat Daerah (Lembaran 
I 

Negara Republik ]ndonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lemb~ran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemeriritah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai ', Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indon~sia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan LembI
1 

ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemeri tah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lemb~an Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037); 
1. • 

10. Peraturan Pemerirltah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Presideb Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
I Peraturan Pelaks<;lnaan Undang-Undang Nomor 12 
I 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun ~014 Nomor 199); 
' 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
' 

2015 tentang Pentbentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara ReJ
1
ublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
I 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
I 

Negeri Nomor 80 fahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Oaerah (Berita Negara Republik 
I 

Indonesia Tahun 21018 Nomor 157); 
I 



Menetapkan 

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman, ct!n Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara; 

14. Peraturan Daerah IKabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Perri.bentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembara! Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tubari Nomor 69), sebagaimana telah 

diubah beberapa j kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Perubahdn Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
i 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2019 
I 

Seri D Nomor \' Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tuban Nomor 124); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN Bl!JPATI TENTANG PERUBAHAN 
1, 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 
I 

TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN 

HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN. 

1 Pasal I 
I . 

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 

12 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemdrintah Kabupaten Tuban (Berita 

Daerah Kabupateri Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 
1. 

10) diubah sebaga~ berikut: 

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 11 

ASN sebagaimanal dimaksud dalam Pasal 3 yang 
I 

tidak maupun terlambat menyampaikan laporan 

sesuai batas wak~u yang diatur dalam Peraturan 
I 

Bupati ini, diberikan sanksi administrasi berupa 
I 

tidak dibayarkan jfunjangan Perbaikan Penghasilan 

(TPP) selama yahg bersangkutan masih belum 

melaporkan LHKA.SN clan dianggap melanggar 

ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah 
! 

Nomor 53 Tahun! 2010 tentang Disiplin Pegawai 
1, 

Negeri Sipil, sehihgga dijatuhi hukuman disiplin 
I 

sedang. ' 



♦ 
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1 _ 
I 

Pa'.sal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui:qya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tuban. 

Diundangkan di Tuban 

padatanggal 14 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TUBAN, 

B~NA 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanfgal 14 Januari 

BUPAT fUBA~ 

H. FATHUL HUDA 

2021 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERIE NOMOR .S 


